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BAB III 

PENUTUP 

 

1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang oleh penulis lakukan didalam 

bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dalam 

rumusan masalah yakni sebagai berikut : 

 1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu 

lintas khususnya yang melanggar marka jalan di wilayah 

Yogyakarta yaitu dengan melakukan pendekatan secara 

personal dijalan, melakukan patroli diseluruh wilayah, dan 

melakukan sosialisasi serta penyuluhan terhadap warga 

masyarakat.  

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi kepolisian 

Yogyakarta dalam mengatasi persoalan pelanggaran 

marka jalan adalah karena tingkat standar etika dalam 

masyarakat berbeda-beda. Sangat dibutuhkan kesadaran 

yang tinggi serta pemahaman bersama bahwa yang tinggal 

atau yang menggunakan jalan tidak hanya masyarakat 

Kota Jogja saja tetapi yang berada di sini pun juga 

masyarakat pendatang dari daerah  lain  yang 
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kebetulan tinggal atau beraktifitas di Yogyakarta. Tingkat 

kepatuhan dari masyarakat sangat belum maksimal, pada 

saat personil kepolisian turun ke jalan keadaan di jalan 

mungkin terlihat tertib dan berjalan lancar, akan tetapi 

setelah pesonil kepolisian tidak ada ditempat nampaknya 

masyarakat kembali tidak taat dan patuh dengan aturan 

lalu lintas. 

 

2. Saran 

a. Alangkah baiknya apabila kita sebagai masyarakat menyadari 

betapa pentingnya berperilaku sopan dan tertib di jalan raya, 

demi kebaikan kita bersama. 

b. Untuk pihak kepolisian mungkin masih perlu menambahkan 

personil, setidaknya supaya dapat berjaga atau berpatroli secara 

bergantian dan terus menerus. Sehingga tidak ada kesempatan 

bagi masyarakat yang melakukan tindakan melanggar aturan 

lalu lintas pada saat aparat tidak ada di tempat. 

c. Harus mengkaji ulang kebijakan mengenai impor kendaraan 

bermotor dan kemudahan membeli secara kredit. Hal itulah yang 

menjadi pokok masalah tingkat kesemrawutan jalan di Indonesia 

kita tercinta ini. Banyaknya kendaraan tidak sebanding dengan 

 

 



55 

 

besarnya jalan sehingga banyak menimbulkan problema lalu 

lintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Daftar Pustaka : 

 

Buku: 

Poerwadarminta, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta. 

 

 

Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi 

Polri), LaksBang Mediatama, Surabaya. 

 

 

Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan 

Hubungannya dalam Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo, 

Yogyakarta. 

 

 

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, CV. 

Rajawali, Jakarta. 

 

---------------------, 1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap 

Masalah-Masalah Sosial, Alumni, Bandung. 

 

---------------------, 1990, Polisi Dan Lalu Lintas(Analisis Menurut 

Sosiologi Hukum), CV. Mandar Maju, Bandung. 

 

Peraturan Perundang-Undangan: 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

 

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

 



57 

 

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 1993 tentang Marka 

Jalan Menteri Perhubungan. 

 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2004 

tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan  Di Wilayah Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Website: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, 04 

Maret  2012 pukul 01.15 WIB 

 

 

http://pelayanmasyarakat.blogspot.com/2008/12/marka.html, 04 Maret  

2012 pukul 01.15 WIB 

 

 

http://k12008.widyagama.ac.id/rl/diktatpdf/Bab6_Rambu_Dan_Marka_Jal

an, 04 Maret  2012 pukul 01.15 WIB 

 

http://www.hukumonline.com/ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 23 

Juli 2013 pukul 03.26 WIB 

 

 



 

 

LAMPIRAN 

 

 



 

 



 

 


